PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2011
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Menimbang

Mengingat

PT ANGKASA PURA |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk memperbaiki struktur  permodalan
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura |, perlu
melakukan penambahan penyertaan modal Negara
Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura | yang berasal dari
pengalihan barang milik Negara pada Kementerian
Perhubungan yang pengadaannya berasal dari dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
1997/1998 dan 1999/2000;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I;

. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan. ..


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

